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PERATURAN DAE

RAH KABUPAT
NOMOR 1 7 AHUN 20531 BANGGAI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS pgg,
NOMOR 27 TAHUN 2001 repy AERAH KABLPATEN BanGia

Menimbang

Mengingat

TENTANG RETRIBUS
PELABUHAN aE | PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

BUPATI BANGGAJ,

bahwa ketentuan p
Daerah Kabupaten
Pelabuhan Kapal, di

asal 1 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
banggai tentang  Retribusi Pelayanan
, Mana sebagian ketentuan umum belum
dlqtur dan masih terdapat jenis jasa pelayanan yang menjadi
objek retribygi yang belum diatur didalamnya, sehingga
terhadap  peraturan daerah tersebut perlu dilakukan
Penyesuaian;

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pelayanan Pelabuhan Kapal perlu dilakukan perubahan dan
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Pertauran
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera RI
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4389);
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U
Pemerintahay pond Nomor

Omor 125 cerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
imana ol a_nbLembaran Negara RI Nomor 4437)
Undang-Undang N uoah beberapa ka terakhir dengan
Kedua Atas Ung Omor 12 Tahyn 2008 tentang Perubahan
Pemerintanan paecs 29 Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Nomor 59 T, baefah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Un dang~U,ndam ahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);
euangan An?agraNgS;?]r QStTahun 2004 tentang Perimbangan
€92t Ri Tahy 19e(;|n ah Pusat dan Daerah (Lembaran

omor 47
Negara R| Nomor3174); » Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 14
Atas Jenis Penerimaan

32 Tahun 2004  tentang

Tahun 2000 tentang Tarif

D Bukan Pajak yang berlaku pada
partemen Perhubungan (Lembaran Negara RI Tahun 2000

Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3940);
erqtura'n Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribus;i Daerah (Lembaran Negara Rl.Tahun 2001
Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
Peraturan Dagran Kabupaten Banggainomor 27 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan pelabuhan Kapal (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri B Nomor 1);
Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Menetapkan

Dan
BUPATI BANGGA|

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PELABUHAN KAPAL

Pasal |

ten banggai Nomor 27 tahun 2001
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupa |
tentanngetribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ( Lemb.aran' Da'erah Kabupaten Banggai
Tahun 2001 Nomor 27 Seri B Nomor 11), diubah sebagai berikut :

| isisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a,
1. Di sal 1 angka 4 dan 5 disisipkan .
([i)ifr?tfrr: :stirgus r:j:nag disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5a, déants;aga'ng'kz kg
dan 10 disisgipkan 14 (empat belas) angka yaitu 9a, Qb, éac, 9idt,) :r?kbf-f' g, 9h, 9i, 9j, 9k,

9, 9m dan angka 9n sehingga keseluruhan berbunyi sebaga :
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Dalam Peraturan Daerah ipi

1.
2.

3.
4.

4a.

9a.

9b.

9c.
ad.

e,

of

Pasa 4

ni i
Daerah adalah kabupagjnngg:]makf“d dengan .
Pemerintah Daerah 4
, bupati

penyelenggara PeMmerint Pati besert, era '
Bupati adalah bypg Bar?;a;:idaerah. PEIEnGKat daerah sebagai unsure
Dewan perwakilan Rak ;

. Dae ,
Lembaga Perwakilan Ra atrahDyang Selanjutnya disebut dengan DPRD adalah
penyelengara pemerintahand "ereh - Kab

Badan adalah sekumpy| aerah, dbupaten Banggai sebagai unsur
an
yang melakukan s, Orang dan/atgy modal yan

U ) 9 Mmerupakan kesatuan baik

Terbatas (PT) Perseroan p}li” Yang tidak mejajkan Usaha yang meliputi Perseran

Perkumpulan, Yayasan, Orgq omanditer, Fimg, Kongsi, Koperas;, Persekutuan,

yang sejenis, Lembag o Begtunl(lsBa:(ljg]afsfa’ Organisasi Sosig| Politik, atau Organisasi
: ' ainnya,

E nes _ perhubungan, komunikasi g in);ormatika
omunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai

Kas Daerah adalap Kas Daerah Kabupaten Ban, ai

Perhubungan 44 Jgal.

lah perhubungan darat
serta pos dan telekomunikasi‘ g » Perhubungan laut, dan perhubungan udara

Wapbdretnbusi adalah_ orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan
perun ang.-un(jangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
Masa Retribys;i adalah sua

: JOES tu jangka wakty tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk Memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Daerah yang bersangkutan,
Pelgyanan pelabuhan adalah Pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan kapal
perikananan dan/atay bukan kapal perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

pemerintah daerah tidak termasuk yang dikelolah oleh Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan
batas-batas tertenty sebagai tempat kegiatan pemerin

adalah dinas perhubungan,

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra
dan antar moda transportasi.

Pelabuhan umum adalah Pelabuhan yang diselenggarakan untuk masyarakat
umum. o
Pelabuhan laut adalah pelabuahan yang melayanll kegiatan laut. . |
Pelabuhan khusus adalah pelabuhan )t/angi I‘(tjlbingum dan dioperasikan untuk
' iri guna menunjang kegiatan tertentu.
ksgsglgr;)%igrsl::dlr;galah segajla ses.uatu yang berkaitan  dengan kegiataq
penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksankan fungsi
pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban dan arus Ialy
lintas kapal, penumpoang dan / atau barang, keselamatan berlayar, tempat
perpindahan, intra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional
dan daerah. i dan jenis apapun, yang digerakkan
Kapal adaloh kendkaraiin tg:agzngigin?ng:u ditu#da, terma§uk kendaraan yang
gen(? " tzzi%igmginz%i; kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung
erdaya .

i erpindah — pindah. .
ganbanggnatn ter:;;ggiysgg J:;:rgn zdalah sarana yang dibangun atau terbentuk
arana Bantu n

jami yang berada diluar kapal yang berfungsi membantu napigator dalam
secara alami y
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9h.

9i.

9.

k.

9.

9m.

9n.

10.
1.

12.

13.

14.

15.

4
Menentukan pogi;

) d

nntangan pelayaran u?]tuitagpgaltgan kapal serta me
Pekerjagn bawah gjr (Sa|Vage) n (ljngan keselz_gmatan berlayar,
kontruksi atay kg adalah pekey;

: al : _ aan yang b i ,
bersifat khusys, yang dilakukan, dibawah aiaryata% peeLZL:quangan v e

. n dibawah aiar yang
Pelabuhan Panty adalah pinggirg :
kegiatan bongkar dIran pantaj

Muat dan bergityy ! yang digunakan sebagai pelabuhan untuk
Pelayaran Rakyat adalah kegiatante:;atwe

barang dan/atay hewa

n de

I;a;l)al motor ukuran tertenty SR
elayaran Dalam Ne eri' ;
perairan laut | donesiafq adalah kegiatan
Pelayaran |yar

mberitahukan bahaya dan/atau

gkutan |aut untuk m

engangkut penumpang,
ggunakan kapal laya

r motor tradisional dan

pelayaran yang dilakukan diwilayah

. itan dengan penerimaaan dan pen erahan
Muatan yang cﬁangkut melalui laut. e -
Surat Pgmberltahuan Retribusi Dagrah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat
Pemberitahuan Besarnya Retribysi Daerah kepada Waijib Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Dagrah ya

ng selanjutnya disebut SKRD adalah surat
ketetapan yang menetukan besamya jumlah retribysi yang terhutang.
Surat Ketatapan Retribysi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah
retribusi yang ditetapkan,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB,
adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang.
Surat Tagihan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD,
SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur tarif Retribusi pelayanan pelabuhan kapal digolongkan berdasarkan jenis

usaha pelabuhan kapal.
(2) Struktur dan besarnya t
sebagai berikut :

arif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
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. Pemberian |zin Usa

PELABUHAN Lok, .

. P
a. |zin usahg pey, araneggsra? Rakyat
b. Pendaftaran Ulang Perusgﬁaan

Retribusi Penumpang Pelayaran

Retribusi dan Tarif Jagq Pelayanan baran
g

Retribusi Jasa Pe
a. Dermaga
b. Lapangan
¢. Gudang

NUmpukan

Tanda Masuk Pelaby
. Pas masyk orang

Roda 2

roda 4

Roda 6

Trailer, truk gandengan

Kendaraan tanpa mesin

Jasa Kepelabuhanan/Kenavigasian
a. Jasa labuh

b. Jasa tambat Pinggiran.

Sewa Tanah dan Pinggiran Perairan

a. Untuk bangunan-bangunan industri
Perusahaan.

b. Untuk penggunaan perairan,
Bangunan dan kegiatan lainnya,

c. Untuk kepentingan warung/toko dan
Sejenisnya.

Pemberian Izin EMKL :

a. lzin Usaha EMKL.

b. Pendaftaran Ulang

han

DO o0 T

Pemberian Izin PBM :
a. lzin Usaha PBM.
b. Pendaftaran Ulang

. Pemberian Izin Pengerukan s/d 50.000m?

. Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan

Khusus/Dermaga khusus.

Retribusi dan Tarif Jasa Pelaya'nan Barang

Galian C

Galian B

Kayu _
Bahan kontruksi
Barang Campuran

O 00 T w

5
P
7 Perusahaan Rp.2.000.000
€r perusahaan Pertahun  Rp. 300.000
Per orang Rp. 1,000
Per ton/m3 Rp. 300
Per ton/ms Rp. 300
Per ton/ms Rp. 300
Per ton/m3 Rp. 500
Perorang per sekali masuk Rp. 500
Per unit per sekali masuk Rp. 700
Per unit per sekali masuk Rp. 1.500
Per unit per sekalj masuk Rp. 2.000
Per unit per sekali masuk Rp. 4.000
Per unit per sekali masuk Rp. 300
Per GT per Etmal Rp. 100
Per GT per Etmal Rp. 100
Per m2 per tahun Rp 3.000
Per m? per tahun Rp. 2.500
Per m2 per tahun Rp .2.000
Per perusahaan Rp. 2.000.000

Per perusahaan per tahun Rp. 250.000

. PELABUHAN KHUSUS / DERMAGA KHUSUS

Per perusahaan Rp.2.000.000
Per perusahaan per tahun Rp. 250.000
Per m3 per lokas Rp.  2.000
Per lokasi Rp.3.000.000
Per ton per m3 Rp. 300
Per ton per m? Rp. 500
Per ton per m? Rp. 300
Per ton per m? Rp. 400
Per ton per m? Rp. 300
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3 pemberian |zin Reklamag;

" pantai s/d 12 mil Per 2

: per lokas‘l
Retribusi Penggunaan pejqp,
4. 4. Pelayanan dalam Negerilfhan Pantaj
3 ngg ;8(1) ng ?Oé)oton/w Perk
00 rkegi .
3) Muatan 1.001 s/q 5 ton/m3 9latan per lokagi

Perkeg
000 ton/m3 €glatan per |okagi
4) Muatan 5.001 s/ 10,g to/nn/]m;; Perkegiatan per lokas

5) Muatan > 10.000 ton/ma Perkegiatan per lokasi
b. Pelayanan Luar Nege - erkegiatan per jokasi
1) Muatan 100 s/d 500 top /3 Perkea
?) I\l\ﬁuaian 501 s/d 1.000 ton/m; Peikzgzaian per lokasi
3) Muatan 1.001 s/d 5,000 ton/ms3 Perkegiitan per lokasi
4) Muatan 5.001 s/d 10,00 ton/m3 Perkegiatgn per llokas!
5) Muatan > 10.000 ton/ms Perkegiatag E:E 12@!
|
5. Jasa Sandar
a. Kapal GT 2s/d GT7

b. Kapal GT 7,1 s/d GT 15 pz; Eari_
Kapal diatas GT 15 per harl
¢ per hari

6. Retribusi Penggunaan Pinggiran Pantai ~ Per m2 per tahun

2. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 24

Rp. 2.000

Rp.1.000.000
Rp.1.500.000
Rp.2.000.000
Rp.2.500.000
Rp.3.000.000

Rp.1.500.000
Rp.2.000.000
Rp.2.500.000
Rp.3.000.000
Rp.3.500.000

Rp.  4.500
Rp. 8500
Rp.  12.500

Rp.  3.000

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada
Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana ku.rungan .paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan

disetor langsung ke Kas Daerah.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A, sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 25A

Setiap waijib retribusi yang izinnya |
masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

ya diperole sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini
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Perat

ndangkan
Agar setiap oran
Peraturan  Daerah ip ; gggat menget tahuinya, memerintahkan pengundangan
Kabupaten Banggai. Penempatannya dalam  Lembaran

Diundangkan di Luwuk
pada taﬂggal 7 Agustus 2009

\\"‘ f Ly N\

l
l‘/"
[
I

\ ;

MEFUA\_.

Ditetapkan  di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

—

BUPATI

7 SEKRETA@S%QERAH KABUPATEN BANGGA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 14
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